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ABSTRAK 
 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan lisan pelayanan 

klinik yang diduga melakukan malpraktik yang berakibat pada lemahnya 
perlindungan hukum bagi konsumen dalam hubungan hukum kontraktual dengan 
pelaku usaha jasa kecantikan melalui kesepakatan lisan. Kelemahan kesepakatan 
lisan menunjukkan kotra hukum karena walaupun sah secara perdata namun 
bertolak belakang dengan ketentuan alat bukti yang sah dalam pembuktian 
hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara 
konsumen sebagai pasien dan klinik kecantikan serta tanggung jawab hukum bagi 
klinik terhadap konsumen serta upaya hukum yang bisa ditempuh terkait risiko 
dan efek samping yang mungkin timbul selama atau setelah perawatan wajah 
yang dilatarbelakangi oleh kesepakatan lisan. Metode penelitian menggunakan 
pendekatan yuridis normatif yang menganalisis masalah menggunakan sumber 
bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, seperti KUHPerdata, 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, dan 
Permenkes tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, serta bahan hukum 
sekunder yang relevan. Hasil penelitian menemukan fakta hubungan hukum 
keperdataan antara klinik kecantikan dan konsumen sebagai pasien yang 
menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik sebagai asas keseimbangan hukum. 
Hasil penelitian membuktikan adanya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 
KUHPerdata) melalui rusaknya wajah konsumen sebagai pasien wajib 
bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian atau 
kesalahan tenaga medis walaupun tidak didasari perjanjian tertulis. Konsumen 
dapat menempuh upaya perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum maupun 
melalui mekanisme non-litigasi seperti penyelesaian di Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) dan berpedoman pada Pasal 19 UUPK. Penelitian 
menyimpulkan bahwa tanggung jawab klinik kecantikan tidak hanya bersifat 
moral, tetapi juga yuridis, di mana setiap kelalaian dalam memberikan pelayanan 
dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi dan tidak menutup kemungkinan 
dituntut secara pidana. 
 
Kata Kunci: Hubungan Hukum, Tanggung Jawab, Upaya Hukum 
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ABSTRACT 

 
 

This research is motivated by the existence of an oral agreement for clinic 

services that is suspected of malpractice. which results in weak legal protection for 

consumers in contractual legal relationships with beauty service business actors. 

The weakness of the oral agreement shows a contra-legal because although it is 

valid in civil law, it is contrary to the provisions of valid evidence in legal evidence. 

This study aims to analyze the legal relationship between consumers as patient and 

beauty clinics and the legal responsibilities of clinics towards consumers and legal 

remedies that can be taken regarding the risks and side effects that may arise during 

or after facial treatments. The research method uses a normative juridical 

approach that analyzes the problem using legal material sources consisting of 

primary legal materials, such as the Civil Code, the Consumer Protection Law, the 

Health Law, and the Minister of Health Regulation on Medical Action Consent, as 

well as relevant secondary legal materials. The results of the study found facts 

about the civil legal relationship between beauty clinics and consumers as patients 

that give rise to reciprocal rights and obligations as the principle of legal balance. 

If proven to have committed an unlawful act (Article 1365 of the Civil Code) 

through facial damage, the consumer as patient is responsible for the losses 

suffered by the consumer due to the negligence or error of the medical personnel, 

even if not based on a written agreement. Consumers can pursue civil action based 

on the unlawful act or through non-litigation mechanisms such as resolution 

through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and guided by Article 

19 of the Consumer Protection Law. The study concluded that the responsibility of 

beauty clinics is not only moral but also legal, where any negligence in providing 

services can result in an obligation to compensate and possibly criminal 

prosecution. 

 

Keywords: Legal Relationship, Responsibility, Legal Remedies 
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